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BUPATI JEMBRANA

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 387 / DIKPORAPARBUD /2013

TENTA NG-

PENDIRIAN UNIT SEKOLAY BARU (USB)
SME NEGER] 5 NEGARA

BUPATI JEMBRANA,

bahwa Pendirian Unit Sekolah Baru  bertujuan untuk meningkatkan daya
lampung tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sederajal, serta dalam
rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerataan memproleh pendidikan
dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kahuoaten
Jembrina;

bahwa dalam meninghathan akses pendidikan tingkat Sekolah Menengah
Kejuruan  sebagai salah saty satuan pendidikan dalam Sistim Pendidikan
Nasional, perlu didinkan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri § Negara
untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Jembrana;

biahwa berdasarkan pentimbangan sebagaimana dimaksud  huruf g den nuruf
b diatas, perle menctephan Kepulusan Bupati tentang  Pendirun Unit
Sekolah Baru (LISB) SMK Negeri 5 Negara

Undang-Undeng Nomor 69 Tahun 1958 teptang Pembentukan Daersh-
daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Dasrah-daerah Tingkat 1 Bal’, Nusa
Tenggara Darat dan Nusa Tengpara Timur (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 1938 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1635);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenpgparaan Nepara
vang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kelusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 téntang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negnm Republik Indonesin Tubun 2003 Ndmor 78,
Tambahan Lembamn Nepgare Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan aerzh (

Lembaran Negara Republik Indoncsia Tiabun 2004 Nemor 125, Tombuhan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana selah
diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor [0 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedun Atns Undanp-Undang Nomor 37 Pahun
2004 entang Pemenntahun Daerah ( Lembaran Negarn Republik Indonesi
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negam Hepublik lndonesia
Nomor 4844 )
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntihan Daeral ([ Lembaran Mepars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dusar
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintak Nomor 55 Tahun 1998 tentany
Perubahan Aws Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tumpahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

. Peentursn Permerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menenguh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1990 Nomor 29, Tambihin
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebapaimuna telah
diubah  dengsn Pemturzn Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998ientang
Perubahan Atas Perawran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 91, Tambahan [.embaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3764),

. Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1410,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

. Peraturan Pemernintah Momor 18 Tahun 2007 tentang Pembagion Urisan

Pemenntahan Antara Pemenintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi  dan
Pemenntahan Dacrah Kabupaten / Kola ( Lembiran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ) ¢

. Peraturan Pemenntah Nomor |7 Tahun 2010 tentang Pengeloinan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun
2010 Nomor 23, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia MNomar
5105) sebagaimana telah divbah dengan Peraturmn Pemenntah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah |7 Toabun 2010
tentang Penpelolaan dan Penyelenpgaraan Pendidikan (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran MNegam
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomeor 24 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar lsi Untek Satuan Pendidikan Dasar dan Menengal: dan
Pernturan Menteni Pendidikan Mnasional Nomer 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Uptk Satwan Pendidikan Dasar - dan
Menenpah;

Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan,

14 Peraturan Daerabh. . oi e



Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan

14,

Peraturan  Dacrah  Kabupaten Jembrana Nemor 2 Tahun 2007 tentuny
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Dacrah Kabupaten
Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daermh Kabupaten
Jembrana  Nomuor 2) sebagaimana telah diubah dengan Pernturnn Daerub
Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubshan Atas
Pemturan Daemh Kabupaten Jembrurs Nomor 2 Tahun 2007 1entang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrann Nomor 24);

. Peraturan Daerah Kabupalen Jembrana MNomor 15 Tshun 2011 wnang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kega Perangkat Daeruh Kabipaten
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomar 15,
Tambahan Lembaran Daermh Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Pendirian Unit Sekolah Baru { USB ) SMK Neger 5§ Negara,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kepa SMK Never
§ Negarmn schagsimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan
ketlentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku,

Pengelolaan usset, tenaga pendidik, peseria didik dan proses pembeljuran
sejak ditetapkunnya Pendirian Unit Sexolah Baru (USB) SMK Neweri §
Negara scbagaimany dimaksud dikium KESATU menjadi tanggung jowab
Dinas Pendidikan Pemuda Olahmuga Panwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Jembrana.

Kepala Dinas Pendidikan Pemudu Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana mclakukan Pembinaan administresi dan 1eknis
lerhadap SMK Neperi § Nepara  sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan,

Ditetapkan di Negara

fmﬂﬁﬁmzhmzmx

Kebudayaan Republik

Indonesia di Jakarta
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CGrubernur Bali di Denpasar,

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali di Denpasar

Wakil Bupati Jembrana di Negara.

Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negarn

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.

Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Satuan di lingkungan Pemkab. Jembrana di Negara.
Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara.

Para Camat se-Kabupaten Jembrana.



